PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. RAJA ISA, KANTOR DINAS BERSAMA LT. 2 BATAM CENTRE
TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
Email: bapenda@batam.go.id Website: https://bapenda.batam.go.id

BATAM Kode Pos: 29464

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

NOMOR: {338 /000.8.3.3/X/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PEMBUKUAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permen PANRB
Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di
Badan Pendapatan Daerah;

b. Bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana
dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tentang
Standar Operasional Prosedur pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Batam.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3902) sebagaimana telah dirubah kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 dengan
Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang -
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



Menetapkan

KESATU :

KEDUA

KETIGA :

KEEMPAT

3. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Susunan dan Tata Kerja Badan Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2024 tentang
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas,
dan Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dengan peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pembukuan
Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
untuk dijadikan pedoman dalam pelayanan secara efektif dan
efisien.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pembukuan
Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 28 Oktober 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR Y2518 /000.8.3.3/X/2025
TANGGAL 28 OKTOBER 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) BIDANG PEMBUKUAN
PENDAPATAN DAERAH  BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2025
TANGGAL
HO, | e NOMOR SOP NAMA SOP
1 | 28 Oktober 2025 | 001/000.8.3.3/BAPENDA/4/X /2025 gigngIfONSILIASI At
2 | 28 Oktober 2025 | 002/000.8.3.3/BAPENDA/4/X /2025 gg;gﬁgfggﬁH
3 | 28 Oktober 2025 | 003/000.8.3.3/BAPENDA/4/X /2025 Is,ng‘I’{Egi}gRKﬁgI S
4 | 28 Oktober 2025 | 004/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025 | 50T PEAYBLESAIAR -
5 | 28 Oktober 2025 | 005/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025 f,%{’&ﬁg%%i%sggmm
SOP PEMASANGAN
6 | 28 Oktober 2025 | 006/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025 | gpo BUAPAREI 0
SOP OPSEN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
7 | 28 Oktober 2025 | 007/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025 | (PKB) DAN OPSEN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBNKB)
SOP PENGINTEGRASIAN
8 | 28 Oktober 2025 | 008/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025 gfgl\ggﬁgggim ey
BANPENDA KOTA BATAM
SOP VERIFIKASI PIUTANG
PAJAK MENGGUNAKAN
9 | 28 Oktober 2025 | 009/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025 | FITUR SIVERA (SISTEM
INFORMASI VERIFIKASI
AKURAT)
10 | 28 Oktober 2025 | 010/000.8.3.3/BAPENDA /4/X/2025 | SOP PENAGIHAN PIUTANG

PAJAK DAERAH

11

28 Oktober 2025

011/000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

SOP PENYELESAIAN
PIUTANG MELALUI
KONSULTASI

i
=) / i
Za Azmansyah
’ Tg%rzla Utama Muda

NTP 19701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: https:/Bapenda.batam.go.id/ email: Bapenda@batam.go.id

BATAM

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

REKONSILIASI PAJAK DAERAH

NOMOR: OO0|  /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

TAHUN 2025



No. SOP : 00t /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan : 20 FEBRUARI 2020
ST Tanggal Revisi % OKTOBER 2025
Tanggal Befidesgbn K(mKTOBER 2025
Al 11 Disah ~ <&
| S 1 & A ATAN DAERAH
Hogehs - K AM
: éL_l 4 1
PEMERINTAH KOTA BATAM w J S
SYAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH Sapery Gina Utama Muda
& 519701120 200003 1009
Nama 501?‘\ KONSILIASI PAJAK DAERAH
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame

6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberian
Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2025

7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

8. Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam

9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam

10. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan
Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda

11. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik

12. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

3. Memiliki pengetahuan bidang Perpajakan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. BPKAD
2. Bank Kasda dan Rekening Operasional Pemko Batam

3. SOP Pengarsipan

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Rekening Koran KASDA dan Rek. Operasional Penerimaan Pemko
Batam

4. Data Ketetapan PBB-P2
5. Data Sistem Simapatda, POSPBB, dan EBPHTB

31

Peringatan :

Pencatatan dan Pendat

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Laporan yang tidak
Akuntabel.

Laporan Rekonsiliasi Penerimaan dan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak
Daerah




Daerah ke BPKAD

Daerah

[ 061 /000.8.3.3/BAPENDA/A/X/2025 ITanggal Efektif; 2.8 OKTOBER 2025 IHalaman: 11
ok
L]  BADANPENDAPATAN DAERAH SOP REKONSILIASI PAJAK DAERAH
Pelaksana Mutu Baku
3 s Kepala Bidang
No Uraian Prosedur Staf Kepala Sub 'Bldang Pembukuss Kelon anat Waktu Outpot Keterangan
Pembukuan Pajak Daerah
Pendapatan Daerah
1 [Menerima berkas pendukung rekonsiliasi Pajak Berkas pendukung rekonsiliasi 30 menit |Bukti Bayar/SSPD, Data
Daerah dari BPKAD, Bank Kasda, dan Rekening ketetapan PBB-P2, Rekening
Operasional Penerimaan Pemko Batam Koran kasda, Rek. Operasional
Penerimaan Pemko Batam, data
sistem Simapatda, data sistem
POSPBB, dan data sistem
EBPHTB
2 [Melakukan proses rekonsiliasi penerimaan Pajak Bukti Bayar/SSPD, Data ketetapan | 7.5 Jam |Draft Laporan Rekonsiliasi Pajak
Daerah PBB-P2, Rekening Koran kasda, Daerah
Rek. Operasional Penerimaan
Pemko Batam, data sistem
Simapatda, data sistem POSPBB,
dan data sistem EBPHTB
3 |Menerima, memeriksa dan menandatangani Draft Draft Laporan Rekonsiliasi Pajak 60 menit |Laporan Rekonsiliasi Pajak
Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah, jika ada Daerah Daerah yang telah ditandatangani
kekeliruan dikembalikan ke Staf Kepala Sub Bidang Pembukuan
Pajak Daerah
4 |Menerima Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah yang Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah | 30 menit |Berita Acara Rekonsiliasi Pajak
telah ditandatangani Kepala Sub Bidang Pembukuan yang telah ditandatangani Kepala Daerah
Pajak Daerah Sub Bidang Pembukuan Pajak
Daerah
5 |Mendistribusikan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Berita Acara Rekonsiliasi Pajak 15 jam |Tanda terima

pina Utama Muda
HP719701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: https://Bapenda.batam.go.id/ email: Bapenda@batam.go.id

BATAM

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

REKONSILIASI RETRIBUSI DAERAH

NOMOR : 0072 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP 0072 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

Tanggal Pembuatan |: 20 FEBRUARI 2020

Tanggal Revisi 2€ OKTOBER 2025

Tanggal Pengesahan 2§ OKTOBER 2025

Disahkan oleh ===
EPALA BAD A

. A %
\ ep -/ tama Muda
b P77 195044120 2000003 1 009

A P
Nama SOP \MKONSILIASI RETRIBUSI DAERAH

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2024
tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Batam

5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

6. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021
tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi
Bapenda

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak
Daerah secara Elektronik

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. BPKAD 1. Surat Setoran Pajak/Retribusi Daerah (SSPRD)
2. Bank Kasda 2. Rekening Koran KASDA

3. OPD Penghasil
4. SOP Pengarsipan

3. Data Sistem Bend-Online

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan
Laporan yang tidak Akuntabel.

Laporan Realisasi Penerimaan dan Berita Acara Rekonsiliasi Retribusi




Fok D02- /000.8,3.3/BAPENDA/4/X/2025 |Tanggal Efektif: 28 OKTOBER 2025 [Halaman : 1/1
AL RAH
[ 0D PENDATaTANDAR SOP REKONSILIASI RETRIBUSI DAERAH
Pelaksana Mutu Baku
¢ A Kepala Bidang
e Vian Trosedie Staf Anale Keuangafl Eusat Pembukuan Kelengkapan Waktu Output MER
dan Daerah Ahli Muda
Pendapatan Daerah
1 [Menerima berkas pendukung rekonsiliasi Berkas pendukung rekonsiliasi 30 menit |Bukti Bayar/SSPRD,

Retribusi Daerah dari BPKAD, Bank Kasda,
dan Rekening Operasional Penerimaan
Pemko Batam

Rekening Koran kasda,
Rekening Operasional
Penerimaan Pemko Batam,
dan Data Sistem Bend-Online

2 |Melakukan proses rekonsiliasi penerimaan I Bukti Bayar/SSPRD, Rekening 7.5 Jam |Draft Laporan Rekonsiliasi

Retribusi Daerah dengan OPD Penghasil Koran kasda, dan Rekening Retribusi
X S Operasional Penerimaan Pemko
Batam

3 [Menerima, memeriksa, dan menandatangani Draft Laporan Rekonsiliasi 60 menit |Laporan Rekonsiliasi
Draft Laporan Rekonsiliasi Retribusi, jika Retribusi Daerah Retribusi Daerah yang telah
ada kekeliruan dikembalikan ke Staf ditandatangani oleh Pejabat

Fungsional terkait

4 |Menerima Laporan Rekonsiliasi Retribusi Laporan Rekonsiliasi Retribusi 30 menit |Berita Acara Rekonsiliasi
Daerah yang telah ditandatangani Pejabat Daerah yang telah ditandatangani Retribusi Daerah
Fungsional terkait oleh Pejabat Fungsional terkait

5 |Mendistribusikan Berita Acara Rekonsiliasi Berita Acara Rekonsiliasi 7.5 Jam |Tanda terima

Retribusi ke OPD Penghasil

Retribusi Daerah




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: https:/Bapenda.batam.go.id/ email: Bapenda@batam.go.id '

BATAM

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

VERIFIKASI PIUTANG PAJAK DAERAH

NOMOR : 00% /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

TAHUN 2025



No. SOP : 00% /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan : 20 FEBRUARI 2020
Tanggal Revisi : 28 OK
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
Minynad s
PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH 9)}120 2000003 1 009
Nama SOP : SWIUTANG PAJAK DAERAH
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1 SLTA/Diploma/Strata
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Pusat dan Pemerintah Daerah 3 Memiliki pengetahuan bidang perpajakan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Permenkeu nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas
Piutang dan pembentukan Penyisihan Piutang tidak
tertagih pada kementerian negara/lembaga dan Bendahara
Umum Negara

4. Peraturan Dirjen Pajak : No.Per-01/PJ/2020 tentang
Penggolongan Kulitas Piutang Pajak dan tata cara
penghitungan penyisihan piutang pajak

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

9. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021
Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi
Bapenda

10. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB-P2)

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Laporan Verifikasi Piutang 1. Laporan Piutang Bulanan
2. Berita Acara Verifikasi Piutang 2. Laporan Piutang Tahunan
3. Surat Keputusan Penetapan Pajak PBB dan Pajak 3. Laporan Verifikasi Piutang
4. SOP Surat Keluar

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Laporan Rekapitulasi Piutang dan Berita Acara Piutang
target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.




©07%, /000,53 3/BAPENDA/4/X/2025 ITangsal Efektit: -8 OKTOBER 2025 Halaman : 1/1
f i
ey BADAN PENDAPATAN DAERAH
== SOP VERIFIKASI PIUTANG PAJAK DAERAH
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kepala Sub. Bidang Kepala Bidang Pembukuan KET
A Penyelesaian Piutang Pendapatan Daerah Melenghapan Vyaktu Ostpat ;
1 |Menerima permohonan verifikasi Pembayaran Pajak Daerah, a. Data Pemohon/WP 7.5 Jam Verifikasi Data dan Berita Acara
memeriksa dan mendistribusikan Berkas Piutang Pajak Daerah l L b. Bukti Bayar Asli. Verifikasi
R ¢. Laporan Piutang Pajak Daerah
2 |Melakukan verifikasi berkas dan membuat Berita Acara Verifikasi Data dan Berita Acara Verifikasi 7.5 Jam Potensi dan Kualitas Piutang
Verifikasi berkas Permohonan Piutang Pajak Daerah '
3 Melakukan Validasi Berkas Piutang Pajak Daerah Potensi dan Kualitas Piutang 7.5 Jam a. Berita Acara Verifikasi
\> b. Berkas Permohonan
4 [Melakukan pemutakhiran Data Piutang ke sistem berdasarkan | a. Berita Acara Verifikasi 30 Menit Validasi Data Piutang Pajak Daerah

Berita Acara Verifikasi yang sudah di Validasi

b. Berkas Permohonan

PENDAPATAN DAERAH
BATAM

2

S

AZNIANSYAH
Pegfibina a Muda
9701 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: https:/Bapenda.batam.go.id/ email: Bapenda@batam.go.id

BATAM

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NOMOR : OM /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

TAHUN 2025



No. SOP : 064  /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

Tanggal Pembuatan : 20 FEBRUARI 2020
Tanggal Revisi S OKTOBER 2025
Tanggal Pengesahan : 1% QKFOBER

Disahkan oleh KR4 RANRENDAPATAN DAERAH
/ () \ ATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama SOP : so‘ﬁ'@“y’rmuc PAJAK DAERAH

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 | 1. SLTA/Diploma/Strata
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan | 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Pemerintah Daerah 3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Permenkeu nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas
Piutang dan pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih
pada kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum
Negara

4. Peraturan Dirjen Pajak : No.Per-01/PJ/2020 tentang
Penggolongan Kulitas Piutang Pajak dan tata cara
penghitungan penyisihan piutang pajak

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam

9. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda

10. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB-P2)

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Laporan Verifikasi Piutang 1. Laporan Piutang Bulanan
2. Berita Acara Verifikasi Piutang 2. Laporan Piutang Tahunan
3. Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah 3. Laporan Verifikasi Piutang
4. SOP Surat Keluar

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target |Laporan Rekapitulasi Piutang dan Berita Acara Piutang
Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.




boq /000.8.3 3/BAPENDA/A/X/2025 Tangeal Efekif: L& OKTOBER 2025 Halaman : 1/1
BADAN PENDAPATAN DAERAH
SOP PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kepala Kepala Bidang KET
Staf Pmyemf‘,':: :::’u':fg Pembukuan Wajib Pajak Kelengkapan Waktu Output
Pendapatan Daerah
1  |Rekapitulasi Laporan Piutang Pajak Daerah a. Data Ketetapan Pajak Daerah. 10 Hari Kerja |Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak
e b. Laporan Piutang Pajak Daerah Daerah
[ : =)
2 Verifikasi ketetapan Piutang Pajak Daerah Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah 22.5 Jam Potensi dan Kualitas Piutang Daerah
3 |Penentuan Prioritas Penagihan Piutang Pajak Daerah Data Potensi dan Kualitas Piutang Pajak Daerah 75 Jam Laporan Rincian Piutang Pajak Daerah
\\ Berdasarkan Kategori/ Kalsifikasi Piutang
4 |Melakukan Verifikasi Piutang di Lapangan a. Laporan Penagihan Piutang 30 Menit  |a. Berita Acara Penagihan
b. Berita Acara Penagihan b. Data Rincian Piutang Pajak Daerah
c. Data Rincian Piutang Pajak Dacrah c. Berita Acara Verifikasi Lapangan
d. Berita Acara Verifikasi Lapangan
5 Melakukan Proses Penyelesaian Piutang Pajak Daerah a. Laporan Penagihan 7 Hari Kerja  |a. Laporan Penagihan
b. Berita Acara Penagihan b. Berita Acara Penagihan
'] c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah ¢. Data Rincian Piutang Pajak Daerah
< d. Berita Acara Verifikasi Lapangan d. Berita Acara Verifikasi Lapangan
6 |Arsip a. Laporan Penagihan 1 Hari Laporan Rincian Piutang
b. Berita Acara Penagihan
[:, c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah
d. Berita Acara Verifikasi Lapangan
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PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
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PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP : 005 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan : 20 FEBRUARI 2024
Tanggal Revisi 2 OBER 2025
Tanggal Pengesahan : BAQBERZ025
Disahkan oleh 74 PALX BADAN PENDAPATAN DAERAH
/ S A BATAM
F/ W T\
(3 W \
{ o
\\*
A\ /
NS 701120 2000003 1 009
Nama SOP : SOPPENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

6. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021
Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi
Bapenda

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Data Piutang diatas 5 tahun

2. Kebijakan Penghapusan Perpajakan Daerah

3. Neraca Piutang Pajak

4. Rekomendasi DPRD Kota Batam untuk nomial > 5
Miliar

1. Tim Penghapusan Pajak Daerah Kota Batam
2. Data Piutang Pajak yang sudah Kadaluarsa
3. Keputusan Walikota Batam tentang Penghapusan Pajak Daerah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan
target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Penghapusan piutang pajak daluarsa merupakan perintah perundang undangan




OOF 100083 3mAPENDAMX D025 [ranggat erekse: 28 oxroBER 2025 Halanan ; 171
A 8
{ BADAN PEND. DAERAH
I‘QJ' ; RATRN SOP PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kepala Sub. Bidang Kopala Blay Tim Peneliti
Stal 5 Pembukuan Kepala Badan : Walikota Kelengkapan Waktu Output
t Penyelesaian Piutang Pendapatas Daerah Penghapusan Piutang
1 |Rekapitulasi Piutang pajak & Usia Piutang > 5 a. Data Piutang Pajak daluarsa & > 5 tahun. 10 Hari Kerja | Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah
Tahun l e b. Kebijakan Penghapusan Piutang Pajak Daerah. dan piutang pajak yang daluarsa
c. Neraca Piutang Pajak Daerah
2 |Rapat Koordinasi pembentukan Tim Peneliti Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah 2 Hari Kerja  [Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang
Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang akan Pajak Daerah
ditetapkan oleh Walikota
3 Verifikasi awal data tentang piutang Pajak dan Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah dan piutang 2 Hari Kerja  (Potensi dan analisa Piutang pajak daearah
piutang pajak daluarsa pajak yang daluarsa
4 [Rapat proses data piutang pajak daluarsa yang Data Piutang Pajak yang daluarsa 5HariKega  |Usulan Penghapusan Piutang Pajak, draf KPTS
akan dihapuskan dan merumuskan draft KPTS | penghapusan piutang pajak
'Walikota beserta lampirannya, dan 5.
y ikan usulan pengh kepada
Kepala Badan
5 Meneliti berkas permohonan Usulan Usulan Penghapusan Piutang Pajak 30 Menit Nota Dinas kepada Walikota tentang Penghapusan
Penghapusan Piutang Pajak Daerah J_—’] Piutang
6 Mengusulkan kepada Walikota untuk LA, 8 Usulan Penghapusan Piutang Pajak 30 Menit Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan
ditetapkan dalam KPTS penghapusan piutang Piutang Pajek Daerah
pajak daerah
7 M iakan data perubal Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak daerah 2 hari Kerjn | Validasi piutang pajak daerah
KPTS Walikota tentang Penghapusan Piutang
Pajak Daerah
8 |Arsip Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak daerah 1 Hari Data Piutang Pajak

&

> Pofhbina Utama Muda

4PEN ONIP 19701120 200003 1 009

4 1 p
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PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP 006  /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan : 02 FEBRUARI 2024
Tanggal Revisi 2R
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
8 o =kpl
Nama SOP : SOPPEMASANEAN SPANDUK DAN PENYITAAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Peraturan Wali kota Batam Nomor 10 Tahun 2024
Tentang Penyelenggaraan Pajak Barang dan Jasa tertentu

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021
Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi
Bapenda

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.

Data Piutang diatas 5 tahun

1. Tim Pemasangan Spanduk Peringatan

2. Penerbitan STPD 2. Data Piutang Pajak yang sudah Kadaluarsa
3. Penagihan Pajak Daerah atas Utang Pajak 3. Juru Sita dan Pihak KPKNL
4. Rekomendasi KPKNL untuk Wajib Pajak yang sudah 4. Surat Pengajuan Penetapan pelaksanaan Lelang
dilakukan penyitaan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan
target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Penghapusan piutang pajak daluarsa merupakan perintah perundang undangan




| BADAN PENDAPATAN DAERAH

[ranggat Besie: L& okroRER 2005

SOP PEMASANGAN SPANDUK DAN PENYITAAN

Uraian Prosedur

Mutu Baku

Wajib Pajak

Kepala Sub. Bidang
Penyelesaian Piutang

Tim Pemasangan

Spanduk dar Sty

KPKNL

Kelengkapan

Waktu

Output

Monitoring pembayaran piutang pajak daerah

Data Pembayaran Piutang Pajak Daerah

Setiap hari kerja

|Rekapitulasi data pembayaran piutang pijak
daerah

{Memberikan laporan rekapitulasi data
{pembayaran piutang pajak kepada Kepala

Bidang

Rekapitulasi data pembayaran piutang pajak daerah

1Jam

Arahan Pimpinan

Jika belum melakukan pembayaran pivtang
pajak daersh akan diberikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah.

Surat Pemberitahuan

15 Menit

Tanda Terima Surat Pemberitahuan

Jika iya Wajib Pajak
maka wajib pajak mengikuti Prosedur
Pembayaran.

SOP Pembayaran

Setiap hari kega

Realisasi Pembayaran Pajak

Jika belum melakukan pembayaran meka akan
diberikan Surat Teguran 1

Surat Teguran 1

15 Menit

Tanda Terima Surat Teguran [

Wajib Pajak melakukan pembayaran maka
Wajib Pajak mengikuti Prosedur Pembayaran.

SOP Pembayaran

Setiap hari kerja

i P Pajak

Jika dalam jangka waktu 7 hari belum
melekukan pembayaran maka akan diberikan
surat teguran 2

Surat Teguran 2

15 Menit

'Tanda Terima Surat Teguran II

Wajib Pajak melakukan pembayaran maka.
Wajib Pajak mengikuti Prosedur Pembayaran.

SOP Pembayaran

Setiap hari kega

Realisasi Pembayarun Pajak

Setelah dilewatinya batas surat teguran kedua
dalam jangka waktu 7 bari, wajib pajak masih
belum melakukan pelunasan tunggakan pajak
'maka akan dilakukan pemasangan pengumunan
atau peringatan diwilayah Objek Pajak Berupa
Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa

Ewilevah

P atau
Objek Pajak Berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di
media massa

30 Menit

Bukti Foto Dokumentasi Pemasangan Spanduk,
stiker maupun iklan media massa

Jika Wajib Pajak melakukan Pelunasan maka
pengumunan atau peringatan diwilayah Objek
Pajak Berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di
media massa akan dicabut oleh Tim
[Pemasangan Spanduk

P atau peris diwilayah
Objek Pajak Berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di
media massa

30 Menit

Bukti Foto Dokumentasi Pemasangan Spanduk,
stiker maupun iklan media massa

Jika Wajib Pajak Belum Melakukan Pelunasan
maka akan diserabkan Kepada JFU Juru Sita
untuk dilanjutkan dengan penagihan seketika
atau sekaligus/Penagiban Paksa

Berita Acara Kelengkapan Data Penagihan

10 Menit

Berita Acara Sersh Terima

Tika Wajib Pajak Belum Melakukan Pelunasan
maka Juru Sita akan memberikan Surat Paksa

berupa Perintah pelunasan utang pajak kepada
Wajib Pajak

Surat Paksa sekurang-kurangnya memuat: nama wajib
pajak, dasar penagihan dan besaran utang pajak

15 Menit

Tanda Terima Surat Paksa

Jika Wajib Pajak melakukan pembayaran maka

Wajib Pajak ikuti prosedur

SOP Pembayaran

Setiap hari ketja

Realisasi Pembayaran Pajak

Jika Tidak melunasi setelah jangka waktu 2x24
|jam sejak Surat Paksa diterima maka akan
diterbitkan Surat Perintah melaksanakan
Penyitaan Objek Pajak

Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Objek Pajak

15 Menit

Tanda Terima Surat Perintah

Jika Wajib Pajak melakukan pembayaran maka
Wajib Pajak ikuti prosedur p

dan Juru Sita akan menecbitkan S
{Pencabutan Sita

Setiap hani kegja

Realisasi Pembayaran Pajak

Jika Tidak Setelah dilakukan Penyitaan, Wajib
Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang
sejak 14 hari lewat sejak Surat Perintah
melaksanakan Penyitaan dikeluarkan, Maka

Negara

akan digjukan pelelangan melalui Kantor Lelang

Mengajukan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara

15 Menit

Tanda Terima Pengajuan Pelelangan




¢ rainn Prosed i Bidang Pihak :
Al 5 Wajib Pajak cpila Sub BT | pembulasan Pendapatan | Ketiga/Kejaksaan “‘&“"“nk : JaruSita KPKNL Keleaglapan Wakiu Output
ST Renyelesaian Piutang Daerah Negeri
17 qulbal berwenang yang ditunjuk mengajukan Walikota/Kepala Bapenda mengajukan permintaan 15 Menit Surat Pengajuan Lelang
permi tanggal pel kepada Kantor Lelang
kepada Kantor Lelang Negara Negara
Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pelelangan kepada 15 Menit 'Tanda Terima Surat Pemberitahuan

18 |Kantor Lelang Negara menetapkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang ,
Juru Sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada Wajib Pajak

J

Wajib Pajak
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BATAM

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN OPSEN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

NOMOR: ©0%  /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP DO} /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan : 18 OKTOBER 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesa ’NTOBER 2025
OT,

N

/

AK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB) DAN OPSEN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

Nama SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. SLTA/Diploma/Strata

2: ;Z;agﬁgxﬁgm 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 2. Memiliki k puan mengoperasikan komputer
3 Peraturax} Da.erah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah 3. Memiliki pengetahuan bidang Perpajakan
dan Retribusi Daerah
4.  Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan
Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Bapenda Provinsi Kepulauan Riau 1. Surat Setoran PKB dan BBNKB
2. BPKAD Kota Batam 2 I];ekemng Koran KASDA dan Rek. Operasional Penerimaan Pemko
3. Bank Kasda dan Rekening Operasional Pemko Batam 3. Data Ketetapan Wajib Pajak
4. SOP Pengarsipan 4. Data Sistem SIMAPATDA dan SIPAMOR Prov. Kepri
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Laporan yang tidak
Akuntabel.

Laporan Penerimaan Opsen PKB dan BBNKB




(] /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025 Tanggal Efektif: “2.& OKTOBER 2025 Halaman : 1/
BADAN PENDAPATAN kg L I ' .
DAERAH SOP OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
Pelaksana Mutu Baku
Rekening
i Penampung Opsen
Do [rsiaitronae Waib Pajak [B0k Mitra Bapenda|  KasDaerah | ppoy g, ypnip | KasDacrahKota | Hendahara Kelengkapan Wakiu Output ok
Provinsi Kepri Provinsi Kepri > Batam Penerimaan
Bapenda Kota
Batam
1 |Wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Wajib pajak membawa 5-10 Menit |Bukti Bayar
Kendaraan Bermotor (PKB) / Pajak Bea Balik kelengkapan berkas syarat
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ’l pembayaran PKB/BBNKB
2 |Bank Mitra menerima dan memvalidasi Bank Mitra menerima 10-15 Menit |Bukti Bayar yang sudah di
pembayaran Wajib Pajak kelengkapan berkas syarat validasi oleh Bank Mitra
pembayaran PKB/BBNKB
3 |Bank mitra memindahbukukan pembayaran pokok Rekap pembayaran Wajib |15 Menit  |Penerimaan Opsen PKB /
PKB / BBNKB ke Rekening Kas Daerah Provinsi pajak PKB / BBNKB BBNKB
dan Opsen PKB / BBNKB ke Rekening
penampung Bapenda Kota Batam (Bank BRI Cab. /
Batam)
4 |Bank BRI Cab.Batam memindahbukukan Rekap pembayaran Wajib |8 Jam Pendapatan Daerah Opsen
penerimaan Opsen PKB / BBNKB ke Kas Daerah pajak PKB / BBNKB PKB / BBNKB
Kota Batam
7
5 |Menerima rekening koran dari BRI dan melakukan Rekening Koran 1-2 Hari Realisasi Penerimaan
koordinasi dengan BPKAD Kota Batam ik Opsen PKB / BBNKB
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STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGINTEGRASIAN SIPAMOR BAPENDA KEPRI DAN SIMAPATDA BANPENDA KOTA

BATAM
NOMOR: 008  /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025

TAHUN 2025



N

Tageay-

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP 06&  /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan 2& OKTOBER 2025
Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesmitii—=t~. 2® OKTOBER 2025

RENDAPATAN DAERAH

A TAM
A

BATAM

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. SLTA/Diploma/Strata

2 E;ammxxi?g:;:; 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3y Z;mlt;ﬁbgjghmizm Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah 3. Memiliki pengetahuan bidang Sistem/IT
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam
6.  Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan
Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda
7.  Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. PKS Opsen PKB dan Opsen BBNKB 1. Data Sistem SIPAMOR
2. SOP Opsen PKB dan Opsen BBNKB 2. Data Sistem SIMAPATDA
3. Alur proses integrasi sistem
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan laporan tidak Akuntabel.

Nomor Surat Permohonan Integrasi dan Berita Acara Integrasi Sistem




608 /000,83 3/BAPENDA/4/X/2025 | Tanggal Efektif: 28 OKTOBER 2025

IHalaman 11

BADAN PENDAPATAN DAERAH

SOP PENGINTEGRASIAN SIPAMOR BAPENDA KEPRI DAN SIMAPATDA BANPENDA KOTA BATAM

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Bapenda Kota | Bapenda Provinsi Kepala Sub Bagian KET
(o] t
Batam Kepulauan Riau Kepala Bldang Sistem Informasi Keleagkapai S pn

1 |Kepala Bapenda Kota Batam Mengajukan Surat Permohonan 1 Hari Surat Keluar
Permohonan Integrasi Sistem Informasi / Aplikasi dan
data Opsen PKB dan BBNKB kepada Bapenda l/

Provinsi Kepulauan Riau (SIPAMOR-SIMAPATDA)

2 |Kepala Bapenda Kota Batam menerima balasan surat Surat Balasan Permohonan 10 Hari Surat masuk dan disposisi kepala
dari Bapenda Provinsi Kepulauan Riau terkait 4 Badan Pendapatan Daerah Kota
Permohonan Integrasi Sistem Informasi / Aplikasi dan i Batam
data Opsen PKB dan BBNKB (SIPAMOR-

SIMAPATDA)

3 |Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Pendapatan Disposisi Kepala Badan Pendapatan |10 Hari Integrasi sistem
Daerah Kota Batam dan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Kota Batam
Kepulauan Riau melaksanakan integrasi Sistem 'lJ
Informasi / Aplikasi dan data Opsen PKB dan bR
BBNKB (SIPAMOR-SIMAPTDA)

4  |SIPAMOR mengirim data ke SIMAPATDA dan 4 Data realisasi penerimaan Opsen  [5-10 Menit |Data valid
masuk ke penyimpanan database integrasi PKB dan Opsen BBNKB dari

SIPAMOR

5 |SIEPENDA menerima data realisasi penerimaan Data realisasi penerimaan Opsen 5-10 Menit |Data valid dan real-time

Opsen PKB dan Opsen BBNKB dari SIMAPATDA [ ] PKB dan Opsen BBNKB dari
SIMAPATDA
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STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
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NOMOR: 069 1000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
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PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP . 069 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan : 2.8 OKTOBER 2025
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan :
Disahkan oleh «
&,
=
L f
1 o
\ ‘:K ) A
\\ épbipa Utama Muda
\ p? %101}2/0 2000003 1 009
Nama SOP SIP NG PAJAK MENGGUNAKAN
F! TEM INFORMASI VERIFIKASI
AKURAT)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

6. Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda

1 SLTA/Diploma/Strata

2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

3 Memilki kemampuan mengoperasikan smartphone
4 Memiliki pengetahuan bidang perpajakan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Laporan Verifikasi Piutang

2. Berita Acara Verifikasi Piutang

3. Surat Keputusan Penetapan Pajak PBB dan Pajak
4. SOP Surat Keluar

1. Laporan Piutang Bulanan
2. Laporan Piutang Tahunan
3. Laporan Verifikasi Piutang

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target
Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Laporan Rekapitulasi Piutang dan Berita Acara Piutang




009 000.8.3 3/BAPENDA/A/X/2025

| Tanggal Efektif: 2.8 OKTOBER 2025

Halaman : 1/1

BADAN PENDAPATAN DAERAH
SOP VERIFIKASI PIUTANG PAJAK MENGGUNAKAN FITUR SIVERA (SISTEM INFORMASI VERIFIKASI AKURAT)
Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Kepala Sub. Bidang | Kepala Bidang Pembukuan KET
3 Kelen; Output
Sl Penyelesaian Piutang Pendapatan Daerah glapsn yakin o
Menerima p h verifikasi P Pajak Daerah, a. Data Pemohon/WP 7.5 Jam Verifikasi Data dan Berita Acara
memeriksa dan mendistribusikan Berkas Piutang Pajak Daerah l > b. Bukti Bayar Asli. Verifikasi
c. Laporan Piutang Pajak Daerah
Melakukan verifikasi berkas secara digital menggunakan Verifikasi Data Secara Digital dan Berita Acara 7.5 Jam Potensi dan Kualitas Piutang
Sistem Informasi Verifikasi Akurat (SIVERA) dan membuat Verifikasi
Berita Acara Verifikasi berkas Permohonan Piutang Pajak
Daerah
Melakukan Validasi Berkas Piutang Pajak Daerah Potensi dan Kualitas Piutang 7.5 Jam a. Berita Acara Verifikasi
’\> b. Berkas Permohonan
] a. Berita Acara Verifikasi 30 Menit Validasi Data Piutang Pajak Daerah

Melakukan pemutakhiran Data Piutang ke sistem berdasarkan
Berita Acara Verifikasi yang sudah di Validasi

b. Berkas Permohonan
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PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP : 010 /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan : 2€ OKTOBER 2025
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
7 o

N é? A\JIP;W?@ )1120 2000003 1 009

Nama SOP : SOP PENAGIITKN’PIUTANG PAJAK DAERAH

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

6. Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021
Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi
Bapenda

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Laporan Verifikasi Piutang

2. Penerbitan STPD

3. Penagihan Pajak Daerah atas Utang Pajak

4. Rekomendasi KPKNL untuk Wajib Pajak yang sudah
dilakukan penyitaan

1. Tim Pemasangan Spanduk Peringatan

2. Data Piutang Pajak yang sudah Kadaluarsa

3. Juru Sita dan Pihak KPKNL

4. Surat Pengajuan Penetapan pelaksanaan Lelang

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan
target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Penghapusan piutang pajak daluarsa merupakan perintah perundang undangan




T
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BADAN PENDAPATAN DAERAH

o(o

1000.8.3 3/BAPENDA/4/X/2025

“Tanggal Efektif: ‘2& OKTOBER 2025

Halaman : 1/1

SOP PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Wajib Pajak

Kepala Sub. Bidang
Penyelesaian Piutang

Kepala Bidang Pembukuan
Pendapatan Daerah

Kepala Badan

Kelengkapan

Waktu

Output

Monitoring pembayaran piutang pajak daerah

(I

]

Data Pembayaran Piutang Pajak Daerah

Setiap hari kerja

Rekapitilasi data

k P

daerah

piutang pajak

itulasi data

Memberikan lapomn p
pembayaran piutang pajak kepada Kepala
Bidang

[

Rekanitul

i data p piutang pajak dacrah

1Jam

Arahan Pimpinan

Jika belum melakukan pembayaran piutang
pajak daerah setelah jatuh temipo pembayaran
akan diberikan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah.

(

Surat Pemberitahuan

15 Menit

Tanda Terima Surat Pemberitahuan

Jika Wajib Pajak melakukan pemt

maka wajib pajak mengikuti Prosedur
Pembayaran.

SOP Pembayaran

Setiap hari kerja

Realisasi Pembayaran Pajak

Jika belum melakukan pembayaran setelah
berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran
maka akan diberikan Surat Teguran 1

Surat Teguran 1

15 Menit

Tanda Terima Surat Teguran I

Wajib Pajak melakukan pembayaran maka
Wajib Pajak ikuti Prosedur Pemb

SOP Pembayaran

Setiap hari kerja

Realisasi Pembayaran Pajak

Jika dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal
surat teguran belum melakukan pembayaran
maka akan diterbitkan Surat Teguran 2

Surat Teguran 2

15 Menit

Tanda Terima Surat Teguran II

Jika Wajib Pajak melakukan pelunasan maka
Wajib Pajak ikuti Prosedur Pemt

Vool

SOP Pembayaran

Setiap hari kerja

Realisasi Pembayaran Pajak

Setelah melewati batas waktu Surat Teguran 2
Wajib Pajak belum melakukan pelunasan
tunggakan pajak, Maka Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kota Batam akan
menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,

Data Rekapan berdasarkan Aplikasi Pos PBB

1 Minggu

Arahan Pimpinan

Jika Wajib Pajak melakukan pembayaran
maka Wajib Pajak mengikuti Prosedur
Pembayaran.

i

SOP Pembayaran

Setiap hari kerja

Realisasi Pembayaran Pajak
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No. SOP : 6ff /000.8.3.3/BAPENDA/4/X/2025
Tanggal Pembuatan : 1€ OKTOBER 2025
Tanggal Revisi : 2
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
PEMFERINTAH KOTA RATAM

BADAN PENDAPATAN DAERAH &

Nama SOP SOop PENYEMW ANG MELALUI KONSULTASI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Permenkeu nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas
Piutang dan pembentukan Penyisihan Piutang tidak
tertagih pada kementerian negara/lembaga dan Bendahara
Umum Negara

4. Peraturan Dirjen Pajak : No.Per-01/PJ/2020 tentang
Penggolongan Kulitas Piutang Pajak dan Tata Cara
Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025
Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)

7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2025
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah

8. Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam

9 Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda

10 Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB-P2)

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Laporan Verifikasi Piutang

2. Berita Acara Verifikasi Piutang

3. Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah
4. SOP Surat Keluar

1. Laporan
2. Laporan Piutang Tahunan
3. Laporan Verifikasi Piutang

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target
Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Laporan Rekapitulasi Piutang dan Berita Acara Piutang




Ol /00083 3/BAPENDA/A/X/2025 Tanggal Efekif . & OKTOBER 2025 ] Halaman : 1/1
BADAN PENDAPATAN DAERAH
SOP PENYELESAIAN PIUTANG MELALUI KONSULTASI
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kepala Bidang Keterangan
Staf l}iﬁ":::ﬁ;': :I':;": Pembuluin Wajib Pajak Keleaalanin Waktu Output g
Y e Pendapatan Daerah
1 [Rekapitulasi Laporan Piutang Pajak Daerah a. Data Ketetapan Pajak Daerah. 10 Hari Kerja |Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak
l b. Laporan Piutang Pajak Daerah Daerah
S
2 Verifikasi ketetapan Piutang Pajak Daerah Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah 22.5 Jam Potensi dan Kualitas Piutang Daerah
3 |P Prioritas Penagihan Piutang Pajak Daerah ! Data Potensi dan Kualitas Piutang Pajak Daerah 75 Jam Laporan Rincian Piutang Pajak Daerah
4 \\> Berdasarkan Kategori/ Kalsifikasi Piutang
4 |Melakukan Verifikasi Piutang di Lapangan a. Laporan Penagihan Piutang 30 Menit  |a. Berita Acara Penagihan
b. Berita Acara Penagihan b. Data Rincian Piutang Pajak Daerah
> c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah c. Berita Acara Verifikasi Lapangan
d. Berita Acara Verifikasi Lapangan
5 |Menerima Konsultasi secara online melalui WA KOPI a. Perangkat Komunikasi 5 Hari Kerja |a. Laporan Hasil Konsultasi
(Whatsapp Konsultasi Pajak Interaktif) Piutang Pajak b. Data Rincian Piutang Pajak Daerah
Daerah [ <
L
6  |Melakukan Proses Penyelesaian Piutang Pajak Daerah a. Laporan Penagihan 7 Hari Kerja |a. Laporan Penagihan
b. Berita Acara Penagihan b. Berita Acara Penagihan
7] c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah
> <€ d. Berita Acara Verifikasi Lapangan d. Berita Acara Verifikasi Lapangan
7 Arsip a. Laporan Penagihan 1 Hari Laporan Rincian Piutang
b. Berita Acara Penagihan
l < c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah
d. Berita Acara Verifikasi Lapangan
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